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PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan
sumber penerimaan yang memiliki kontribusi besar bagi penerimaan negara.
Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan dari sektor
pajak terus mengalami peningkatan dari sisi jumlah, yang berdampak pada
peningkatan jumlah penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.1

realisasi penerimaan negara tahun 2011-2015 di bawah ini:

Tabel 1.1

Sumber Penerimaan Negara 2011-2015

Dalam Milyar Rupiah

Sumber Penerimaan Negara
Tahun Penerimaan Pajak Persentase | Penerimaan Bukan Pajak | Persentase
2011 873.974,00 73% 331.472,00 27%
2012 980.518,10 74% 351.804,70 26%
2013 1.077.306,70 75% 354.751,90 25%
2014 1.146.865,80 74% 398.590,50 26%
2015 1.240.418,86 83% 255.628,48 17%

Sumber: (bps.go.id)
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Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan
Negara dari sumber yang paling berpengaruh yaitu sektor pajak, guna untuk
meningkatkan APBN sehingga kemampuan pemerintah untuk spending atau
untuk belanja juga semakin besar dan otomatis akan banyak membantu program-
program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan
masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak
dan memperbaiki ekonomi nasional adalah dengan menyelenggarakan program

Tax Amnesty (Kemenkeu, 2016).

Tax Amnetsy adalah program pengampunan berupa penghapusan pajak
yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta
penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada
tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara
melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan
(DJP, 2016). Program ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan
restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan
berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar
Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan bagian dari
reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta
perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi;
dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk

pembiayaan pembangunan.
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Untuk memperoleh Tax amnesty, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat
Pernyataan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau
tempat lain yang ditentukan oleh Menteri. Kemudian, Menteri atau pejabat yang
ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat
Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan kepada Wajib
Pajak. Jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja Menteri atau pejabat yang
ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, maka Surat
Pernyataan dianggap diterima sebagai Surat Keterangan. Surat Keterangan
tersebut disimpan oleh Wajib Pajak sebagai bukti bahwa permohonan Tax

amnesty yang diajukan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak telah diterima.

Tax amnesty yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 118/PMK.03/2016 disahkan tanggal 1 Juli 2016. Tax amnesty berlaku

sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

1. Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016
2. Periode IlI: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016

3. Periode IlI: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Besarnya tarif Tax amnesty yang dikenakan atas Wajib Pajak Dalam Negeri

maupun Wajib Pajak Luar Negeri adalah sebagai berikut:
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Tabel 1.2

Tarif Uang Tebusan
Tarif
Repatriasi atau Deklarasi Dalam Negri

Periode I Periode IT Periode 11

2% 3% 5%

Deklarasi Luar Negri

Periode I Periode IT Periode 11

4% 6% 10%

Sedangkan Bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp.
4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak
Terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Tarif Uang Tebusan UMKM

Tanf
UMKM dengan deklarasi
Nilai Harta s.d. 10 Milyar |  Nilai Harta > 10 Milyar
1 Juli 2016 s.d. 31 Maret 2017
0.5% | 2%

Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif diatas dengan dasar
pengenaan Uang Tebusan. Dasar pengenaan Uang Tebusan dihitung berdasarkan
nilai Harta bersih, yaitu selisih antara nilai Harta dikurangi dengan Utang, yang
belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Untuk
perhitungan dasar pengenaan Uang Tebusan, besarnya nilai Utang yang berkaitan
secara langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat diperhitungkan

sebagai pengurang nilai Harta bagi:
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a. Wajib Pajak badan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
dari nilai Harta tambahan; atau

b. Wajib Pajak orang pribadi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen)
dari nilai Harta tambahan.

Tax Amnesty tidak perlu dilakukan jika Wajib Pajak telah melaksanakan
kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2016 terdiri atas kewajiban:

a) Pajak Penghasilan; dan
b) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah.

Pajak Penghasilan adalah salah satu contoh dari Pajak langsung yang
pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban
langsung wajib pajak yang bersangkutan. Jenis-jenis pajak penghasilan (PPh)
adalah:

a) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh pasal 21) adalah pajak atas
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh
orang pribadi, sebagaimana di maksud dalam pasal 21. Undang-
Undang Pajak Penghasilan (Waluyo, 2013)

b) Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) merupakan pajak yang di

pungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun

Pelaksanaan pekerjaan di..., Clara Hendra Putri, FB UMN, 2017



d)

f)

Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga
lembaga Negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan
barang, dan badan —badan tertentu baik badan pemerintah maupun
swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha
di bidang lain (Waluyo, 2013).

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh pasal 23) merupakan pajak
penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang
berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan
selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang
dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak
dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Waluyo, 2013).

Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh pasal 24) merupakan pajak yang
terutang atau di bayarkan di luar negri atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh dari luar negri yang boleh dikreditkan terhadap pajak
penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam
negri (Waluyo, 2013).

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh pasal 25) adalah angsuran pajak
penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap
bulan dalam tahun pajak berjalan (Waluyo, 2013).

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang

bersifat final, contohnya penghasilan dari bunga deposito, bunga
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obligasi, hadiah undian, dan lain-lain. Karakterisitik PPh final sebagai

berikut (Waluyo, 2013):

1. Penghasilan  yang dikenakan PPh final tidak perlu
digabungkan/digunggung dengan penghasilan lainnya (non final)
dalam perhitungan pajak penghasilan dalam SPT Tahunan;

2. Jumlah PPh final yang dibayar sendiri atau dipotong pihak lain
sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan.

3. Biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final
tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak tidak langsung yang
pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. PPN dikenakan atas
konsumsi barang dan/atau jasa di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pengenaan PPN hanya berdasarkan
objeknya dan tidak memperhatikan pihak yang melakukan konsumsi. Perhitungan
PPN menggunakan metode credit method, yaitu dengan cara selisih dari pajak
keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran merupakan pajak yang dipungut
oleh Pengusaha Kena Pajak saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/ Jasa Kena
Pajak, sedangkan pajak masukan terjadi pada saat perolehan Barang Kena Pajak
dan/ Jasa Kena Pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka 25, PPN yang terutang dapat
dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak
(DPP). Tarif PPN meliputi:

1. Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen).
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2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor
Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.

Lain halnya bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang
tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang
di sebut bentuk usaha tetap (BUT). Pemajakan terhadap BUT menggunakan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) Undang-
undang PPh. Besarnya tarif pajak untuk tahun pajak 2009 sebesar 20% dan mulai
tahun pajak 2010 menjadi sebesar 25% kecuali BUT tertentu yang penghasilannya
dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus, maka tarifnya
adalah tarif khusus yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia saat ini adalah Self
Assessment System, dimana Wajib Pajak berperan aktif mulai dari menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang
terutang. Sarana yang digunakan adalah dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan
Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Setoran
Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir ke kas negara melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang
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oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, pembayaran pajak,
objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan’ perundang-undangan perpajakan. Menurut Pohan (2013), Surat
Pemberitahuan (SPT) terdiri dari dua jenis, yaitu:
1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang berlaku untuk suatu Masa Pajak,
yang terdiri dari:
a. SPT Masa PPh Pasal 21/26
b. SPT Masa PPh Pasal 22
c. SPT Masa PPh Pasal 23/26
d. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
e. SPT Masa PPh Pasal 15
f. SPT Masa PPN dan PPnBM
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yakni SPT untuk suatu Tahun
Pajak, terdiri dari SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi.

Setiap tahun wajib pajak orang pribadi, baik yang bekerja sebagai pegawai
maupun pemilik bisnis/pekerja bebas harus melaporkan Surat Pemberitahuan
Tahunan yang berisikan total pendapatan kotornya dan pajaknya yang telah
dibayarkan kepada negara, baik melalui sistem DJP Online atau aplikasi penyedia
jasa yang menjadi mitra resmi DJP seperti OnlinePajak. DJP Online adalah
layanan pajak online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
melalui laman dan/atau aplikasi untuk perangkat bergerak (mobile device). E-

filing adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang
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dilakukan secara online dan real time melalui internet pada laman (website) DJP
Online atau laman penyedia layanan SPT elektronik. Untuk menggunakan fasilitas
e-Filing, wajib pajak harus memiliki nomor EFIN. EFIN (Electronic Filing
Identification Number) adalah nomor identitas untuk melakukan transaksi
elektonik seperti e- Filling. e-Filling di DJP Online menyediakan fasilitas
menyampaikan SPT berupa Loader e-SPT. Melalui Loader e-SPT ini, SPT yang
telah dibuat melalui aplikasi e-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus
datang ke kantor pelayanan pajak. e-SPT atau disebut dengan elektronik SPT
adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh
Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Seorang pegawai biasanya mendapatkan SPT / Formulir 1770 S atau SPT /
Formulir 1770 SS dari pemberi kerja. SPT / Formulir 1770 S adalah Surat
Pemberitahuan pajak tahunan bagi orang pribadi yang memiliki pendapatan lebih
dari Rp 60 juta selama 1 tahun terakhir, SPT / Formulir 1770 SS adalah Surat
Pemberitahuan pajak tahunan bagi orang pribadi yang memiliki pendapatan
kurang dari Rp 60 juta selama 1 tahun terakhir sedangkan SPT / Formulir 1770
adalah Surat Pemberitahuan pajak tahunan bagi orang pribadi yang memiliki
bisnis atau pekerjaan bebas. Batas waktu pelaporan SPT tahunan pribadi adalah
setiap tanggal 31 Maret. SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak
sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa
denda, SPT Tahunan PPh orang pribadi dikenakan Rp 100 ribu, SPT Tahunan PPh
dikenakan Rp 1 juta, SPT Masa PPN dikenakan Rp 500 ribu, dan SPT Masa

Lainnya dikenakan Rp 100 ribu (DJP, 2016).
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Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak Badan perlu
melakukan pembukuan dan menyusun laporan keuangan yang dapat
dipertanggungjawabkan dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode
tertentu. Salah satu sarana pendukung proses akuntansi dalam perusahaan adalah
aplikasi MYOB. MYOB (Mind Your Own Business) merupakan sebuah paket
aplikasi software akuntansi yang dikembangkan pertama kali oleh MYOB Pte.
Ltd. yang berdomisili di Australia. MYOB accounting adalah sebuah software
akuntansi yang diperuntukan bagi usaha kecil menengah (UKM) yang dibuat
secara terpadu (integrated software). Program aplikasi akuntansi yang digunakan
untuk mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, cepat dan akurat.

Menurut Weygandt, et.al. (2015) proses yang terdapat dalam siklus
akuntansi adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Siklus Akuntansi
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(Sumber : Weygandt, et al., 2015)

1.

Analisa transaksi ekonomi

Analisa transaksi ekonomi dilakukan untuk menentukan akun yang tepat agar
persamaan dasar akuntansi yaitu Aset = Liabilitas + Ekuitas tetap terjaga.
Pencatatan transaksi ke dalam jurnal

Setiap transaksi ekonomi yang mempengaruhi bisnis perusahaan harus dicatat
ke dalam jurnal. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam
menjurnal, yaitu tanggal transaksi, akun dan jumlah yang akan dijurnal dalam
sisi debit dan kredit, dan penjelasan keterangan transaksi.

Melakukan posting ke buku besar

Buku besar merupakan seluruh akun yang dikelola oleh perusahaan. Dalam
tahap ini, setiap akun dalam jurnal yang telah dibuat di tahap pertama, di-
posting ke dalam buku besar sesuai dengan nama atau jenis akun, seperti
buku besar kas, buku besar piutang, dan sebagainya.

Menyiapkan Trial Balance

Persiapan trial balance bertujuan untuk membuktikan kesamaan matematis
saldo akhir antara sisi debit dan kredit. Jumlah dari saldo debit dalam trial
balance harus sama dengan jumlah saldo kredit. Namun demikian kesamaan
saldo debit dan kredit dalam trial balance tidak menjamin bebas dari
kesalahan pencatatan, misalnya jika perusahaan tidak mencatat transaksi dan
pencatatan dilakukan dua kali.

Membuat dan posting ayat jurnal penyesuaian (adjusting trial balance)
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Ayat jurnal penyesuaian digunakan karena perusahaan menerapkan accrual
basis accounting. Akuntansi berbasis akrual ini mengakui pendapatan pada
saat barang dikirim atau saat jasa diberikan, serta mengakui beban sesuai
dengan jumlah yang terpakai selama satu periode akuntansi dan melakukan
penyesuaian pada periode akhir akuntansi untuk mengakui beban dan
pendapatan yang belum tercatat selama periode tersebut agar tidak terjadi
overstated dan understated. Dengan adanya ayat jurnal penyesuaian, hasil
laporan laba-rugi akan lebih akurat karena setiap pendapatan dan beban
diakui pada saat peristiwa terjadi. Jurnal penyesuaian yang sudah dibuat akan
di-posting ke dalam adjusting entries.

Membuat adjusted trial balance

Adjusted trial balance dibuat untuk memastikan kesamaan jumlah sisi debit
dan kredit dari hasil posting adjusting entries.

Membuat laporan keuangan berdasarkan adjusted trial balance

Berdasarkan adjusted trial balance akan dibuat laporan keuangan. Laporan
keuangan ini akan berguna bagi pihak internal maupun eksternal untuk
mengambil keputusan.

Membuat dan posting jurnal penutup (closing entries)

Jurnal penutup bertujuan untuk menutup temporary account atau akun
sementara yaitu menutup akun yang terjadi pada satu periode yang terdapat
pada income statement dan akun dividend.

Membuat post-closing trial balance
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Digunakan untuk menyajikan dan membuktikan kesamaan saldo akhir dari
permanent account seperti aset, liabilitas, dan ekuitas yang akan digunakan
sebagai saldo awal pada periode akun berikutnya.
1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Setiap mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara diwajibkan untuk
mengambil mata kuliah kerja magang. Dengan adanya kerja magang,
mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan teori-teori tentang akuntansi
khususnya perpajakan yang nantinya akan digunakan sebagai bekal di dunia
kerja. Kerja magang ini dilakukan dengan maksud agar mahasiswa yang sudah
mempunyai bekal pengetahuan dan teori-teori di bangku perkuliahan bisa
menerapkannya di dalam dunia kerja. Selain itu, dengan melakukan kerja
magang mahasiswa mendapatkan pengalaman dan ilmu yang tidak dipelajari
di bangku perkuliahan, seperti menghadapi dan berbicara langsung kepada
klien, menghadapi masalah-masalah nyata yang terjadi di perpajakan dan cara
menyelesaikan masalah tersebut. Pengalaman kerja magang di Kantor
Konsultan Edy Gunawan diharapkan mampu menambah pengalaman, ilmu,
dan sebagai persiapan atau bekal dari mahasiswa dalam memasuki dunia kerja

khususnya di bidang perpajakan.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang
Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 18 Januari

2017 hingga 31 Maret 2017 di Kantor Konsultan Pajak Edy
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1.3.2

Gunawan sebagai tax service dan pengelolaan data, jam kerja
selama magang, yaitu hari Senin hingga Sabtu, pukul 08.00-
17.00. Kantor Konsultan berlokasi di Ruko Frankfurt 2 Blok B

No. 22, JI. Raya Kelapa Dua, Gading Serpong, Tangerang.

Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur pelaksanaan kerja magang berdasarkan ketentuan yang

terdapat di Buku Panduan Kerja Magang Program Studi

Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai

berikut:

1) Tahap Pengajuan

Prosedur pengajuan kerja magang adalah sebagai berikut:

a) Mengajukan permohonan dengan mengisi  formulir
pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan
pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan
kepada perusahaan yang dimaksud dengan ditandatangani

oleh Ketua Program Studi.

b) Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua
Program Studi.

c) Mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua
Program Studi.

d) Menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang

dengan dibekali Surat Pengantar Kerja Magang.
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e) Kerja Magang dimulai apabila telah menerima surat balasan
bahwa yang bersangkutan diterima Kerja Magang pada
perusahan yang dimaksud yang ditujukan kepada
Koordinator Magang.

f) Memperoleh Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran
Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang, dan

Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

2) Tahap Pelaksanaan

a) Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di
perusahaan, mahasiswa diwajibkan  menghadiri
perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai
pembekalan.  Perkuliahan  pembekalan  dilakukan
sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat
memenuhi Kketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan
yang dapat dipertanggung-jawabkan, mahasiswa akan
dikenakan  pinalti  dan  tidak  diperkenankan
melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada
semester berjalan, serta harus mengulang untuk
mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode
berikutnya.

b) Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah

yang Dbersifat petunjuk teknis kerja magang dan
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penulisan laporan kerja magang, termasuk di dalamnya
perilaku mahasiswa di perusahaan.

c) Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang
berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja
Magang.

d) Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di
perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa
menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing
Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan
pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa
mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan
konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan

praktisnya.

3) Tahap Akhir
a) Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa
menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya
selama kerja magang dalam laporan kerja magang
dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.
b) Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar
format dan struktur laporan kerja magang Universitas

Multimedia Nusantara.
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c) Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran
kerja magang (Form KM-04) terkait dengan Kkinerja
mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.

d) Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan
perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang
bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.

e) Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja
magang, Koordinator Kerja Magang menjadualkan
ujian Kerja Magang.

f) Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan
mempertanggung-jawabkan laporannya pada ujian kerja

magang.

Pelaksanaan pekerjaan di..., Clara Hendra Putri, FB UMN, 2017





